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PEMBUKAAN

Menimbang bahwa tujuh puluh tahun yang lalu pada masa setelah perang dunia 2, negara-negara
dan para tokoh dunia berkumpul bersama dengan semangat solidaritas dan penghormatan dan
tanpa ada pertentangan untuk menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
sebagai standar bersama yang harus diraih oleh semua orang di seluruh negara;

Menimbang bahwa pembukaan DUHAM menyatakan bahwa “pengakuan atas martabat alamiah
dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar
kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia”;

Menimbang bahwa Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan
hendaknya bergaul satu sama lain dengan semangat persaudaraan.”;

Menimbang bahwa kesetaraan martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah prinsip
dasar hak asasi manusia dan mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki nilai dan berhak
untuk dihormati;

Menimbang bahwa penting untuk mengingat, menyepakati dan memperkuat komitmen diri kita
kembali terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut;

Mengingat bahwa telah terjadi pelanggaran berat terhadap martabat manusia selama masa
perang di abad kedua puluh yang berlangsung sebelum dan mengendap menjadi DUHAM,;

Mengingat bahwa konsensus internasional menyatakan bahwa hukum domestik saja tidak akan
cukup untuk menjaga dari dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat
masa perang dunia;

Mengingat bahwa meskipun terdapat berbagai perbedaan, negara-negara di dunia sepakat bahwa
martabat dari setiap orang adalah landasan dasar dari hak asasi manusia dan dari kemerdekaan,
keadilan dan perdamaian di dunia;

Mengingat bahwa martabat manusia adalah mata air dan pendukung bagi semua hak dan
kebebasan yang diakui dalam DUHAM sebagai hal pokok.

Mengingat bahwa DUHAM telah menjadi inspirasi bagi berbagai perjanjian internasional dan
regional serta instrumen lainnya, dan juga berbagai konstitusi nasional, rancangan undang-undang
dan piagam tentang hak-hak, dan peraturan pelindung hak asasi manusia;



Mengakui bahwa martabat manusia bukanlah sebuah konsep statis namun gagasan
mengakomodasi penghormatan kepada keragaman dan terbuka terhadap cara pendekatan dinamis
untuk penerapannya di dalam konteks yang beragam dan selalu berubah pada dunia pluralistik kita;

Mengakui bahwa meskipun gagasan martabat manusia menerima kritikan karena dianggap terlalu
abstrak, namun hal ini tetap menjadi kekuatan pendorong yang memberikan arah bagi umat
manusia menuju kondisi yang paling ideal dan telah memberi bukti dapat mempengaruhi berbagai
konstitusi dan perdebatan manusia untuk mengoreksi diri mereka sendiri;

Mengakui bahwa konsep martabat manusia menekankan nilai keunikan dan sangat berharganya
setiap diri manusia; sehingga juga tersirat pesan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bisa
menemukan dan memberikan arti bagi kehidupannya masing-masing; yang juga berarti adanya
penghormatan terhadap pluralisme dan perbedaan; dan bahwa hal ini juga mengandung tanggung
jawab untuk menghormati martabat siapa saja;

Mengakui bahwa pelanggaran berat dan penyelewengan martabat manusia masih terjadi hingga
hari ini, termasuk di dalam peperangan, konflik bersenjata, genosida, kejahatan kemanusiaan,
kejahatan perang, dan krisis global para pengungsi, imigran, pencari suaka, dan perdagangan
manusia, dan bahwa tindak kejahatan tersebut akan terus mengancam perdamaian, keadilan dan
hak bagi semua manusia;

Mengakui bahwa hak asasi manusia dapat dengan mudah retak, tergerus atau diabaikan dan
bahwa menjaga tingkat kewaspadaan untuk hak asasi manusia perlu dilakukan, perlu diwujudkan,
dan disebarluaskan ke seluruh dunia;

Mengakui bahwa martabat manusia bagi siapa saja di mana saja dan pada semua tingkatan akan
terancam ketika kebutuhan, minat, dan hak-hak dari sekelompok atau seseorang diletakkan lebih
utama dibandingkan milik dari kelompok atau orang lain;

Menekankan bahwa martabat manusia yang setara adalah status yang dikaruniakan kepada
semua orang, juga sebuah nilai yang harus dipelajari, dipupuk, dan dihidupkan;

Menekankan bahwa pelanggaran martabat manusia perlu perbaikan yang sesuai;

Menekankan bahwa martabat manusia telah menjadi prinsip yang teruji waktu yang dapat
membantu menemukan titik temu, rekonsiliasi pada beberapa konsepsi yang bertentangan yang
dibutuhkan oleh keadilan, membantu penerapan hak asasi manusia, dan memandu proses
pengadilan di tengah konflik, dan hal itu juga membantu kita menyadari adanya distorsi,
penyelewengan, dan ancaman terhadap hak asasi manusia;

Meyakini bahwa perdebatan hak asasi manusia yang bersifat memecah belah bisa lebih dikurangi
dan perlu upaya lebih besar untuk menemukan titik temu;



Meyakini bahwa hak asasi manusia harus dibaca kembali dan diwujudkan bersama;

Meyakini bahwa konsep martabat manusia dapat membantu kita untuk memahami, melindungi,
dan menerapkan hak asasi manusia di seluruh dunia; dan

Berharap bahwa masa sekarang akan jadi lebih manusiawi, adil, dan damai jika dibandingkan di
abad keduapuluh;

Kami, yang bertandatangan di sini, dengan bersungguh-sungguh mengesahkan Deklarasi
Martabat Manusia bagi Siapa saja Di mana saja:

1. Dasar, Tujuan, dan Kriteria.

Martabat manusia alamiah milik semua orang dan nilai penting untuk menghormati, menggalakkan
dan melindungi martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah prinsip dasar dan tujuan
atau sasaran kunci dari hak asasi manusia, juga sebagai kriteria yang tidak ternilai harganya untuk
mengevaluasi aturan hukum, kebijakan, dan tindakan pemerintah apakah sudah sejalan dengan
standar hak asasi manusia. Perlindungan, menggalakkan dan jaminan bagi penghormatan
martabat manusia bagi siapa saja adalah kewajiban dasar bagi negara, pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan lain, baik di tingkat lokal, regional, nasional, atau internasional. Menggalakkan
martabat manusia juga menjadi kewajiban bagi semua bagian masyarakat dan setiap orang
sebagian bagian dari umat manusia. Melakukan hal ini adalah penting untuk melindungi hak-hak
yang setara dan melekat bagi semua anggota keluarga manusia, dan tetap menjadi dasar
kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

2. Mencapai Kesepakatan dan Membangun Pemahaman Bersama.

Martabat alamiah setiap manusia merupakan ide kunci yang membantu mencapai kesepakatan
dan pemahaman bersama pada saat disahkannya DUHAM mengenai hak asasi manusia bagi
semua orang, tanpa menghiraukan keragaman dan perbedaan yang dalam, melintasi berbagai
perbedaan sistem politik dan hukum. Martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah titik
awal yang penting untuk menjelajahi dan memahami arti dari hak asasi manusia, sebagai dasar
untuk menemukan titik temu mengenai hak asasi manusia dan menjadi konsensus tentang arti dan
pengertiannya. Hal ini memberikan cara pendekatan untuk menjembatani jurang perbedaan di
antara berbagai justifikasi normatif dalam hak asasi manusia, termasuk juga dengan dasar religius
dan teoretis sekuler. Menghormati martabat manusia bagi siapa saja di mana saja bisa
memudahkan diskusi mengenai berbagai konsep yang berbeda tentang nilai-nilai yang dianut.
Martabat manusia adalah sebuah konsep yang luas yang dapat mengundang refleksi mendalam
tentang adanya perbedaan tradisi dan cara pandang. Martabat manusia bagi semua mengingatkan
kita kembali bahwa hak asasi manusia adalah bersifat universal, melekat, tidak dapat dikurangi,
saling tergantung dan saling terkait.

3. Mendefinisikan dan menentukan Hak Asasi Manusia.

Martabat adalah bagian penting yang menentukan arti seorang manusia. Penghormatan kepada
martabat manusia bagi siapa saja di mana saja bisa membantu kita untuk mendefinisikan dan
memahami arti dan ruang lingkup semua hak asasi manusia. Dengan memusatkan perhatian pada



hal-hal yang konkrit dan situasi yang sedang terjadi mengenai martabat manusia dan semua
implikasinya terhadap klaim khusus tentang hak asasi manusia dapat membantu kita untuk
mengidentifikasi kandungan khusus dari hak-hak tersebut juga membantu kita memahami martabat
manusia itu sendiri.

4. Kewajiban dan Tanggung jawab.

Martabat manusia bagi siapa saja di mana saja menekankan konsep yang terdapat dalam DUHAM
bahwa suatu hak juga disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab, tidak hanya untuk negara
tetapi juga bagi semua orang dengan cara menghormati hak orang lain. Martabat adalah sebuah
status bersama yang dimiliki oleh setiap orang, dan penekanan bahwa ini adalah untuk siapa saja
di mana saja menjadikannya jelas bahwa hak manusia memiliki ciri adanya hubungan timbal balik
antara manusia dan disertai juga dengan kewajiban. Setiap orang harus menaruh perhatian tidak
hanya terhadap martabat dan hak-hak mereka sendiri tetapi juga martabat dan hak-hak setiap
orang yang lain. Apa pun itu, martabat manusia tidak bisa dikurangi dengan alasan bahwa
seseorang tidak melakukan kewajibannya kepada negara atau yang lainnya.

5. Pendidikan.

Pengakuan martabat manusia adalah dasar yang vital bagi proses pengajaran dan pendidikan. Hak
manusia tentang pendidikan adalah sangat penting untuk menggalakkan penghormatan terhadap
martabat yang setara bagi siapa saja. Pendidikan seperti itu adalah penting untuk menjaga
martabat dan hak asasi manusia di masa depan. Akses yang setara pada pendidikan adalah aspek
penting untuk menghormati martabat manusia.

6. Mencapai Titik Temu.

Memusatkan perhatian pada martabat manusia bagi siapa saja di mana saja telah mendorong
manusia untuk menemukan cara mencapai titik temu dalam hal perbedaan klaim dan melampaui
perbedaan mekanisme hukum untuk mencapai harmonisasi, menerapkan, dan bersama-sama
mempertahankan hak asasi manusia dan menemukan pemecahan masalah konflik.

7. Menerapkan dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang.

Pengakuan martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah prinsip dasar hukum dan sangat
penting bagi perkembangan dan perlindungan hak asasi manusia dalam undang-undang dan
kebijakan. Kekayaan isi konsep martabat tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar, tetapi
hal ini mendorong upaya untuk bisa bersama sama mempertahankan ketika terjadi pertentangan di
antara hak-hak dan nilai-nilai. Ini adalah penting untuk bisa maju melintasi cara pemikiran yang
hanya memperhatikan cara menyeimbangkan dan mengurangi hak dan kepentingan.

8. Rekonsiliasi dan Penyelesaian sengketa.

Pengakuan martabat manusia bagi siapa saja di mana saja adalah prinsip konstitusional dan
prinsip hukum yang penting dalam rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa di antara klaim-klaim
hak asasi manusia yang bertentangan, juga klaim di antara hak asasi manusia dan berbagai
kepentingan nasional dan kelompok masyarakat. Mempertahankan hak secara bersama-sama bisa
dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa dan bisa di mudahkan jika semua pihak yang
terlibat memusatkan perhatian pada menghormati martabat manusia bagi siapa saja. Ketika upaya



untuk mempertahankan secara bersama-sama tidak bisa dilakukan, martabat dari semua orang
dapat membantu kita memberikan gambaran tentang ruang lingkup dari hak-hak tersebut, untuk
menentukan garis batas bagi tindak pembatasan yang diizinkan terhadap pelaksanaan hak dan
kemerdekaan, dan untuk menemukan serta menyeimbangkan di antara klaim-klaim hak asasi yang
saling bertentangan. Penghormatan pada martabat manusia memainkan peran penting tidak hanya
dalam penyelesaian sengketa secara formal tetapi juga dalam proses mediasi atau bentuk
penyelesaian persengketaan yang lain.

9. Potensi Kesulitan Terkait dengan Klaim Hak Asasi Manusia yang Bertentangan.
Penghormatan pada martabat manusia bagi siapa saja di mana saja mendukung upaya advokasi
hak asasi manusia yang efektif. Pengakuan martabat manusia yang bersifat universal dan saling
timbal balik bisa memperbaiki posisi klaim hak asasi bagi beberapa hak tetapi tidak untuk yang lain.
Hal ini membantu meredakan ketegangan yang biasanya terkait dengan kontroversi di seputar hak
asasi manusia dan memupuk dialog yang membangun. Hal ini juga membantu meredakan
terjadinya pembiasan, penghindaran dan pilih kasih pada pengakuan martabat manusia.

10. Paling Mengerikan dan Paling Layak.

Martabat manusia bagi siapa saja di mana saja telah mengingatkan kita untuk tetap bergerak
menuju penghapusan tindak pelanggaran yang paling mengerikan terhadap hak asasi manusia
milik individu dan kelompok, seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan
berbagai tindak kejahatan lain. Hal ini juga mengingatkan kita untuk melindungi semua manusia
yang hak asasinya sedang terancam. Pada saat yang sama, hal ini juga mendorong upaya untuk
menanggapi suatu permasalahan yang timbul dengan cara penyelesaian yang mungkin diterapkan
dan layak.
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